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PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

FERATURAN DAERAH KABUFATEN MERANGIN
NOMOR 15 TaAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI 17IN TRAYEK

DENGAN: RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

bahwa denaan telah ditetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomar 119 Tahun 1998 tentang (
linakup Qan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Dasrah Tinakat TI71. maka Retribusi Izin Travek
marupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II:
bahwa untuk memunqut Retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

1. UndanQ“undanq Nomor 7 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tinagkat I Sarolangun Banako
dan Dasrah Tingkat ITI Tanjung Jabunq.;( Lembaran
Neaara RI Tahun 1965 Nomor 50 ). denqﬁn mengubih
Undanq~undanq Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom di Propingi . Sumatera

Tenaah, (Lembaran Neaara RI Tahun 195¢
Momor 25): : ;

Undana~undang Nomor 12  Tahun 1980 tentang
Jalan (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun
1901 Nomor 83, Tambahan Lembaran Neaara Republik
Indonesia Nomor 3186) - :

- Undana-undang Nomor g Tahun  1981; tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagar?'Reoublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahdn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209):




: T Republik 518 Tahun
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ITndonesia Tahun 1999 dMomor &0, Tambah.
Negars Republik Indo 12 Nomor 3839):
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an Neaar:
559, Tam

Indonesia Nomor 3527
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Menstapkan

Dengan Perssatuijuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN DAERAH

TINGKAT II SARODLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
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KETENTUAN JARINGAN TRAYEK
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BAB AVIII
KADALUWARSA
Pasal 35

Hak untuk melakukan penaaihan
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KETENTUAN PRENUTUR
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Agar setiap orang dapat mepos

Fengundanaan Peratuy

manempatk

annva dalam

Meranain.

sahkan di Ba

H.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 15 Tahun 2000
Tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 11

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF.

PENATA TK. I
NIP. 010 055 981.

(i b o S
Lemoaran Daerah

BUPATI MERANGIN
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ROTANI YUTAKA.
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PENJELASAN
- PERATURAN" DAERAH KABUPATEN MERANGIN

'NaﬁoR 15  TAHUN 2000

- TENTANG

_wuran Daarah ini disebut Peraturan Daerah

Kabupaten
tentanq Retrlbu31 Izin

9% Travek Dalam Kabupaten
|Eanarn. Penvusunan Peraturan Daerah ini adalah sebaaai
pangganti Peraturan Daerah Tingkat II Sarclangun Banako Namor
1" Tahun 1995 tentana Izin dan Retribusi Tr,avek Kendaraan
Barmotor Anakutan Penumpana Umum Dalam Kabupataen Daaera
Tingkat II Sarolangun Banake dan ssbaaal tindak larjut da:
pelaksanaan Undang-undana Nomor 18 Tahun 1997 tentana P;ia
Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Dasrah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tantana Ruang linagkup dan
Jenis~jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan Tingkat II. dimana
Retribusi Izin Travek termasuk dalam jenis retribusi perizinan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf
Undana-undana Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Pasal 4 avat (2) huruf e Reraturan Pemerin-
tah Nomor 20 Tahun 1997 tentana Retribusi Daerah dan Pasal 7
huruf e angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentana Ruanag Linakup dan Jenis~jenis Retribusi Dae
Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

—

~ah

Penstapan Psraturan Daerah 1ini agar dapat menjamin
terlaksananva usahs Pemerintah dalam meningkatkan Pandapatan
Asli Dasrah (PAD). sehinaga denaan kemampuan <Xeuandan vana
semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagil pamblavaan
Pemerintah dan Pembangunan Dagrah. Salah satu sumber
Pandapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuniana otonoml daerah
vang memiliki peran pentina didalam pembiliavaan peinbangunan
daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Izin raveaek
sehingga diharapkan akan meninakatka @f@ktivitas’ déﬁ
sfesiensi Retribusi Daerah serta meninakatkan mutu dan Jenils
palavanan kepada Masvarakat.

LPENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

sal 2 Cukup Jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas.
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal & Cukup Jelas.
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas
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